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ABSTRAK 

Transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan memerlukan antarmuka dan 

pengalaman pengguna (UI/UX) yang membantu warga memahami persyaratan, mengikuti alur, 

dan mengetahui tindak lanjut. Penelitian ini bertujuan merancang high-fidelity prototype 

konseptual Akses Administrasi Kependudukan Digital Inklusif (AKSADUKI) sebagai lapisan 

akses, informasi, dan pendampingan awal berbasis desa, dengan Kabupaten Boalemo sebagai 

konteks awal perancangan. Pendekatan perancangan konseptual berbasis Design Thinking 

didukung kajian pustaka naratif-konseptual, telaah regulasi, publikasi statistik resmi, dan data 

agregat institusional. Literatur disintesis secara tematik untuk merumuskan kebutuhan pengguna 

dan keputusan desain, sedangkan data institusional dianalisis secara deskriptif sebagai penguat 

konteks. Tahap Empathize, Define, Ideate, dan Prototype menghasilkan tujuh tema kebutuhan 

yang diterjemahkan ke dalam user flow, informasi layanan, formulir pengajuan, Riwayat 

Pengajuan, status dan Detail Pengajuan, dashboard aktor, serta representasi pengelolaan akun dan 

peran akses. Prototipe memetakan fungsi Warga, Operator Desa, Kepala Dinas, dan Admin Sistem. 

Catatan perbaikan teridentifikasi sebagai kebutuhan, tetapi belum divisualisasikan secara 

memadai. AKSADUKI bukan pengganti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Identitas 

Kependudukan Digital, INA Digital, kanal resmi, ataupun basis data baru. Karena tahap Test 

belum dilaksanakan, hasil penelitian merupakan dasar konseptual bagi validasi kebutuhan dan 

evaluasi prototipe, bukan bukti usability, inklusivitas empiris, efektivitas, keamanan teknis, 

integrasi, atau kesiapan operasional. 

 

Kata kunci: administrasi kependudukan digital; design thinking; desain inklusif; prototipe UI/UX; 

layanan berbasis desa 

 

1 PENDAHULUAN 

Keberhasilan layanan digital pemerintah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kanal 

elektronik, tetapi juga oleh kemampuan antarmuka membantu warga memahami informasi, 

mengikuti alur, dan mengenali tindakan berikutnya. Kejelasan navigasi, keterbacaan, pencegahan 

kesalahan, dan umpan balik merupakan unsur penting pengalaman pengguna layanan pemerintah 

digital (Desmal et al., 2022; Zhu & Hou, 2021). Hal tersebut relevan bagi administrasi 

kependudukan yang mencakup pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta 

penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dokumen perpindahan, dan 

perubahan data. Penyelenggaraannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sedangkan transformasi 

digital pemerintahan memperoleh kerangka umum melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 
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2018. Variasi pelayanan menyebabkan persyaratan, urutan proses, dan tindak lanjut tidak selalu 

sama sehingga informasi perlu disajikan secara jelas dan runtut. 

Publikasi Kabupaten Boalemo dalam Angka 2026 yang diterbitkan oleh Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Boalemo mencatat bahwa Kabupaten Boalemo terdiri atas tujuh kecamatan 

dan 82 desa. Rekapitulasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo 

menunjukkan 28.164 kejadian pelayanan selama 2025 dan 14.857 kejadian pada Januari–Juni 

2026. Pencetakan KTP-el merupakan kategori terbesar, disertai volume substantif pada 

perpindahan dan kedatangan penduduk, Kartu Keluarga, kelahiran, kematian, serta pelayanan 

lainnya. Kejadian berasal dari seluruh kecamatan, dengan volume relatif besar antara lain pada 

Paguyaman, Tilamuta, dan Wonosari. Angka tersebut merupakan kejadian pelayanan, bukan 

jumlah warga unik atau seluruh dokumen yang telah diterbitkan, sedangkan data semester pertama 

2026 tidak digunakan untuk menyimpulkan pertumbuhan tahunan. Sebagai konteks pendukung, 

rekap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Boalemo mencatat 50.721 keluarga aktif dan 154.662 individu aktif, 

dengan 92.068 individu atau 59,53% berada pada desil 1–5. Angka ini menunjukkan separuh 

bawah pemeringkatan kesejahteraan relatif, bukan persentase kemiskinan, ukuran literasi digital, 

atau penetapan otomatis penerima bantuan sosial. Data tersebut hanya digunakan untuk 

mempertimbangkan kemungkinan bahwa beban waktu, biaya perjalanan, dan kunjungan ulang 

dapat dirasakan secara berbeda, bukan untuk menentukan kebutuhan individual warga. 

Dalam pelayanan administrasi kependudukan, beban warga juga berkaitan dengan 

kemampuan mengenali layanan, memahami persyaratan, mengikuti urutan pengajuan, mengetahui 

status, dan menentukan tindak lanjut ketika terdapat kekurangan. AKSADUKI dirancang untuk 

membantu proses tersebut melalui informasi layanan, persyaratan, alur pengajuan, Riwayat 

Pengajuan, status, arah tindak lanjut, dan pendampingan awal oleh Operator Desa. 

Penyederhanaan diarahkan pada penyajian informasi dan perjalanan pelayanan, bukan pada 

penghilangan persyaratan, pemadanan, verifikasi, atau kewenangan substantif. Kajian terdahulu 

telah membahas usability layanan pemerintah digital, desain pelayanan berpusat pada warga, 

desain inklusif, dan UI/UX pelayanan desa (Agustin et al., 2024; Desmal et al., 2022; Equey et al., 

2024; Kimseng et al., 2024). Namun, dalam batas literatur yang ditelaah, belum banyak kajian 

yang memadukan variasi pelayanan administrasi kependudukan, perbedaan kemampuan digital, 

akses dan pendampingan berbasis desa, informasi setelah pengajuan, serta batas fungsi antaraktor 

dalam satu pengalaman layanan multiaktor. 

Inklusivitas dioperasionalkan sebagai prinsip desain berupa titik akses berbasis desa, 

informasi yang mudah dipahami, pilihan penggunaan mandiri atau pendampingan, alur runtut, 

kejelasan status dan tindak lanjut, serta pembagian fungsi aktor. Prinsip tersebut belum menjadi 

bukti bahwa prototipe dapat digunakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Design Thinking 

dipilih untuk menjaga keterhubungan antara kebutuhan konseptual pengguna, perumusan masalah, 

gagasan solusi, dan keputusan antarmuka (Auernhammer & Roth, 2021). Penelitian dibatasi pada 

tahap Empathize, Define, Ideate, dan Prototype. AKSADUKI diposisikan sebagai high-fidelity 

prototype konseptual lapisan akses, informasi, dan pendampingan awal, bukan pengganti Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan, Identitas Kependudukan Digital, INA Digital, kanal 

resmi, atau basis data baru. Penelitian ini bertujuan merancang prototipe UI/UX AKSADUKI 

dengan Kabupaten Boalemo sebagai konteks awal. Kontribusinya ialah keterlacakan kebutuhan 

menuju keputusan desain, pemetaan empat fungsi aktor, dan perumusan batas fungsi. Tahap Test 

ditempatkan sebagai penelitian lanjutan sehingga penelitian ini tidak menguji usability, 

inklusivitas empiris, efektivitas, integrasi, keamanan teknis, atau kesiapan operasional. 
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2 METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perancangan konseptual berbasis Design Thinking 

untuk menghasilkan high-fidelity prototype UI/UX AKSADUKI. Kajian pustaka naratif-

konseptual menghubungkan pemerintahan digital, administrasi kependudukan, UI/UX, desain 

pelayanan publik, layanan berbasis desa, dan interaksi multiaktor menjadi kebutuhan pengguna, 

alur layanan, pembagian fungsi aktor, serta keputusan desain (Jaakkola, 2020; Snyder, 2019). 

Kabupaten Boalemo ditempatkan sebagai konteks awal, sedangkan penelitian dibatasi pada 

lapisan akses, informasi, dan pendampingan pengguna, bukan pembangunan backend, basis data 

resmi, integrasi teknis, pengujian efektivitas, atau penerbitan dokumen. 

2.1 Pengumpulan Data 

Sumber penelitian meliputi artikel ilmiah, regulasi, dokumen pemerintah, statistik resmi, dan 

data agregat institusional. Literatur ilmiah ditelusuri secara naratif melalui Google Scholar; 

publikasi nasional juga ditelusuri melalui GARUDA, sedangkan identitas artikel dan ketersediaan 

naskah diperiksa kembali pada halaman jurnal atau portal penerbit. Penelusuran literatur ilmiah 

diperbarui sampai Juli 2026 dan mencakup publikasi periode 2019–Juli 2026. Regulasi dan 

dokumen pemerintah tidak dibatasi oleh rentang tahun tersebut, tetapi dipilih berdasarkan 

relevansi dan keberlakuannya terhadap objek penelitian. Karena kajian tidak diposisikan sebagai 

tinjauan sistematis, penelusuran tidak menggunakan satu search string baku, tetapi kombinasi 

kelompok kata kunci yang mencakup “digital government”, “administrasi kependudukan digital”, 

“government service UI/UX”, “design thinking”, “village-based digital service”, “digital 

inclusion”, dan “layanan multiaktor”, baik secara tunggal maupun dikombinasikan sesuai 

kebutuhan topik. Metadata bibliografis dan DOI dikelola melalui Mendeley serta diperiksa 

kembali terhadap halaman jurnal atau portal penerbit apabila diperlukan. 

Sumber dipilih apabila identitasnya dapat ditelusuri dan relevan langsung dengan kebutuhan 

pengguna, pengalaman layanan, konteks desa, pembagian fungsi aktor, atau keputusan desain. 

Sumber duplikat, opini tanpa dasar ilmiah, sumber yang tidak dapat diverifikasi, dan publikasi di 

luar fokus tidak digunakan. Penelusuran ini bersifat naratif-konseptual, bukan tinjauan sistematis, 

sehingga tidak mengklaim cakupan menyeluruh dan tidak menggunakan PRISMA (Snyder, 2019). 

Kerangka regulatif mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

7 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023, 

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Arah SPBE dan keterpaduan 

layanan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 

82 Tahun 2023, sedangkan pelindungan data mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022. Data institusional terdiri atas Kabupaten Boalemo dalam Angka 2026, rekapitulasi 

pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, dan rekap Data 

Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kabupaten Boalemo. Data pelayanan menjadi konteks utama; data sosial hanya menunjukkan 

keragaman kesejahteraan relatif. Data dengan periode, satuan, dan objek berbeda tidak 

digabungkan secara statistik. 

2.2 Tahapan Perancangan 

Sintesis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi temuan mengenai masalah penggunaan, 

kebutuhan layanan, dan implikasi desain; memberi label analitis; mengelompokkan temuan 

bermakna serupa; merumuskan tema kebutuhan; serta memetakan tema ke keputusan desain dan 
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memeriksa kesesuaiannya dengan batas prototipe. Proses ini mengadaptasi analisis tematik untuk 

mengenali pola makna, bukan reflexive thematic analysis atas data primer (Kiger & Varpio, 2020). 

Keterlacakan sumber, kebutuhan, dan keputusan desain ditampilkan pada Tabel 1 serta diperiksa 

kembali terhadap fungsi aktor dan ruang lingkup penelitian (Braun & Clarke, 2021). 

Empathize membangun pemahaman awal dan menghasilkan tujuh tema kebutuhan; Define 

merumuskan masalah desain; Ideate menerjemahkan tema menjadi alur, fitur, dan empat fungsi 

aktor; sedangkan Prototype menghasilkan high-fidelity prototype menggunakan Figma (Mavish et 

al., 2024). Seluruh tampilan menggunakan data simulasi. Tahap Test tidak dilaksanakan, dan 

penelitian belum melibatkan wawancara, observasi pelayanan, analisis pengaduan, atau pengujian 

bersama pengguna dan pemangku kepentingan. Karena itu, tema kebutuhan tetap konseptual dan 

memerlukan validasi empiris. Evaluasi lanjutan melalui skenario penggunaan hanya menilai unsur 

UI/UX yang telah direpresentasikan, bukan keamanan teknis, integrasi basis data, kinerja 

operasional, atau efektivitas layanan. 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tahap Empathize: Kebutuhan Pengguna dan Konteks Layanan 

Tahap Empathize membangun pemahaman awal mengenai kebutuhan pengguna melalui 

sintesis literatur tentang UI/UX layanan pemerintah digital, desain pelayanan berpusat pada warga, 

layanan berbasis desa, dan interaksi multiaktor. Kejelasan informasi, navigasi, pencegahan 

kesalahan, dan umpan balik membantu pengguna mengenali tindakan berikutnya (Desmal et al., 

2022), sedangkan desain pelayanan perlu menghubungkan kebutuhan warga dengan perjalanan 

layanan dan fungsi aktor, bukan hanya tampilan antarmuka (Equey et al., 2024). Sintesis 

menghasilkan tujuh tema kebutuhan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Inklusivitas dipahami 

sebagai prinsip desain yang merespons perbedaan kemampuan melalui akses berbasis desa, 

informasi yang mudah dipahami, pilihan penggunaan mandiri atau pendampingan, alur runtut, 

status dan arah tindak lanjut, serta pembagian fungsi aktor. Rumusan tersebut masih memerlukan 

validasi empiris dan bukan bukti bahwa prototipe telah digunakan oleh seluruh kelompok warga. 

 

Tabel 1. Keterlacakan Tema Kebutuhan Pengguna dan Keputusan Desain AKSADUKI 

Tema 

kebutuhan 
Dasar temuan 

Kebutuhan 

pengguna 

Keputusan desain 

AKSADUKI 

Akses Layanan 

Berbasis Desa 

Adopsi layanan digital desa 

dipengaruhi kedekatan 

akses, dukungan aparatur, 

dan kapasitas pengguna 

(Sihombing & 

Lumbantobing, 2024). 

Titik akses dekat 

untuk informasi dan 

pendampingan 

awal. 

Daftar layanan, user flow, dan 

kantor desa sebagai titik akses 

serta pendampingan. 

Perbedaan 

Literasi Digital 

Warga 

Kemampuan memahami 

dan mengikuti layanan 

digital tidak seragam 

(Kimseng et al., 2024). 

Pilihan penggunaan 

mandiri atau 

didampingi. 

Bahasa sederhana, navigasi 

jelas, tampilan akses, dan 

pendampingan Operator Desa. 

Kejelasan 

Persyaratan 

Layanan 

Informasi yang tidak jelas 

meningkatkan risiko 

kesalahan penyiapan 

dokumen (Desmal et al., 

2022). 

Informasi data dan 

dokumen untuk 

setiap layanan. 

Daftar dan informasi layanan 

serta penyajian persyaratan per 

pengajuan. 
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Tema 

kebutuhan 
Dasar temuan 

Kebutuhan 

pengguna 

Keputusan desain 

AKSADUKI 

Alur Pengajuan 

Bertahap 

Urutan tugas dan navigasi 

yang jelas membantu 

penyelesaian perjalanan 

layanan (Alabdulrahman et 

al., 2025). 

Alur runtut dari 

pemilihan layanan 

hingga pemantauan 

status. 

User flow, formulir sesuai 

layanan, pengiriman, dan 

Riwayat Pengajuan. 

Status dan 

Catatan 

Perbaikan 

Umpan balik diperlukan 

untuk mengetahui 

perkembangan dan tindakan 

saat terdapat kekurangan 

(Zhu & Hou, 2021). 

Status yang mudah 

dipahami dan 

arahan pemeriksaan 

data atau dokumen. 

Status, Detail Pengajuan, dan 

catatan perbaikan sebagai 

kebutuhan yang belum 

divisualisasikan memadai. 

Fasilitasi oleh 

Operator Desa 

Sebagian pengguna 

memerlukan bantuan 

mengikuti layanan digital 

desa (Sihombing & 

Lumbantobing, 2024). 

Pendampingan awal 

tanpa mengalihkan 

kewenangan 

substantif. 

Dashboard Operator Desa, 

pengajuan yang didampingi, 

pemeriksaan awal non-

substantif, dan status. 

Pemantauan 

dan Tata Kelola 

Akses 

Layanan multiaktor 

memerlukan pembagian 

fungsi yang proporsional 

(Equey et al., 2024). 

Informasi dan 

fungsi sesuai peran. 

Tampilan per aktor, dashboard 

agregat, pengelolaan akun dan 

peran akses, serta pencatatan 

aktivitas pada tingkat prototipe. 

 
Sumber: Sintesis penulis berdasarkan literatur yang dicantumkan pada setiap tema dan rancangan 

prototipe UI/UX AKSADUKI. 

 

Tabel 1 menunjukkan keterlacakan dari dasar temuan menuju kebutuhan pengguna dan 

keputusan desain. Tema akses, perbedaan kemampuan digital, persyaratan, alur, status, 

pendampingan, dan tata kelola diterjemahkan ke unsur antarmuka yang dapat diamati. 

Relevansinya terutama diperkuat oleh rekapitulasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Boalemo yang menunjukkan volume, variasi, dan persebaran pelayanan pada seluruh 

kecamatan. Keragaman jenis pelayanan mendukung kebutuhan informasi persyaratan dan alur 

yang dibedakan menurut layanan, sedangkan persebaran pelayanan memperkuat relevansi akses 

serta pendampingan awal pada tingkat desa. Rekap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional 

hanya memberi konteks tambahan mengenai keragaman kesejahteraan relatif. Data agregat 

tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan literasi digital, kebutuhan individual, atau 

efektivitas prototipe. 

3.2 Tahap Define: Rumusan Masalah Desain 

Berdasarkan tahap Empathize, masalah desain dirumuskan sebagai berikut: bagaimana 

merancang pengalaman pelayanan administrasi kependudukan digital yang mudah dipahami oleh 

warga dengan kemampuan digital beragam, menempatkan desa sebagai titik akses dan 

pendampingan awal, menyajikan persyaratan dan alur secara jelas, menyediakan informasi status 

serta arah tindak lanjut, dan menjaga batas fungsi antaraktor. Rumusan tersebut menempatkan 

AKSADUKI sebagai rancangan pengalaman layanan multiaktor, bukan sekadar kumpulan 

halaman antarmuka. Orientasi ini menghubungkan kebutuhan warga, perjalanan layanan, dan 

fungsi aktor sekaligus menghindari dominasi pilihan teknologi dalam perancangan (Equey et al., 

2024; Trischler et al., 2019). 
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3.3 Tahap Ideate: Gagasan AKSADUKI dan Pemetaan Aktor 

Tahap Ideate menerjemahkan tema kebutuhan menjadi alur pelayanan, fitur utama, dan 

pemetaan fungsi Warga, Operator Desa, Kepala Dinas, serta Admin Sistem. Operator Desa 

merepresentasikan fungsi pendampingan pada tingkat desa, bukan jabatan formal baru. 

Pendampingan meliputi membantu warga memahami informasi, menyiapkan persyaratan, 

mengikuti pengajuan, dan memeriksa kelengkapan awal secara non-substantif; fungsi ini tidak 

mencakup pemeriksaan keabsahan, verifikasi akhir, persetujuan permohonan, atau penerbitan 

dokumen. Pembagian tersebut diperlukan agar layanan dapat menyesuaikan dukungan terhadap 

perbedaan kemampuan pengguna tanpa memindahkan kewenangan substantif (Kimseng et al., 

2024). Pemetaan fungsi dan representasinya disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Pemetaan Fungsi Aktor dan Representasi Fitur dalam Prototipe AKSADUKI 

Aktor 
Kebutuhan dalam 

layanan 

Fungsi konseptual dalam 

prototipe 

Representasi pada 

prototipe 

Warga Memahami layanan, 

persyaratan, 

perkembangan, dan 

tindak lanjut. 

Menginisiasi dan memantau 

pengajuan. 

Informasi layanan, formulir, 

Riwayat Pengajuan, status, 

dan Detail Pengajuan. 

Operator 

Desa 

Membantu warga 

memahami dan 

mengikuti pelayanan. 

Pendamping awal dan 

pemeriksa kelengkapan non-

substantif; bukan verifikator 

akhir atau penerbit dokumen. 

Dashboard, pengajuan yang 

didampingi, Detail 

Pengajuan, dan status. 

Kepala 

Dinas 

Memperoleh gambaran 

umum tanpa memproses 

pengajuan individual. 

Pemantauan informasi 

agregat; bukan operator teknis. 

Dashboard jumlah, status, 

jenis layanan, dan informasi 

agregat. 

Admin 

Sistem 

Mengelola representasi 

akun dan konfigurasi 

akses. 

Pengelolaan akun dan peran 

akses pada tingkat prototipe; 

bukan pengolah data 

substantif. 

Daftar akun, profil, peran, 

hak akses, dan pencatatan 

aktivitas. 

 

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan kebutuhan pengguna, pembagian fungsi aktor, dan rancangan 

prototipe UI/UX AKSADUKI. 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kontribusi AKSADUKI terletak pada pemetaan pengalaman 

layanan dan batas fungsi empat aktor. Warga menjadi pusat perjalanan layanan, Operator Desa 

memberikan pendampingan awal, Kepala Dinas menerima informasi agregat, dan Admin Sistem 

merepresentasikan pengelolaan akun serta peran akses. Pembagian tersebut bukan penetapan 

struktur organisasi atau kewenangan baru (Equey et al., 2024). Formulir, Riwayat Pengajuan, 

status, dan Detail Pengajuan hanya merepresentasikan informasi pada sisi pengguna dengan data 

simulasi, bukan basis data kependudukan atau bukti transaksi resmi. Istilah berbasis desa merujuk 

pada kantor desa sebagai titik akses dan pendampingan awal. Pencatatan, perubahan data, 

verifikasi substantif, penetapan keabsahan, dan penerbitan dokumen tetap berada pada instansi 

penyelenggara melalui sistem resmi. Pemetaan ini menggunakan Kabupaten Boalemo sebagai 

konteks awal dan masih dapat disesuaikan dengan kelembagaan daerah lain. 
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3.3.1 Kedudukan AKSADUKI terhadap Sistem Resmi dan Pelindungan Data 

AKSADUKI diposisikan sebagai prototipe lapisan akses, informasi, dan pendampingan awal 

pada sisi pengguna, bukan pengganti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Identitas 

Kependudukan Digital, INA Digital, kanal pelayanan daring, ataupun basis data baru. Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 

Tahun 2019; pelayanan daring melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023; dan Identitas 

Kependudukan Digital melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Karena 

itu, unsur prototipe hanya merepresentasikan perjalanan informasi pengguna, bukan pencatatan 

atau perubahan data resmi. 

Nilai tambah AKSADUKI berada pada cara warga memahami layanan, menyiapkan 

persyaratan, mengikuti alur, memperoleh pendampingan awal, dan mengetahui status serta tindak 

lanjut. Fungsi tersebut berbeda dari verifikasi substantif, penetapan keabsahan, dan penerbitan 

dokumen. Orientasi pada pengalaman warga diperlukan agar pelayanan tidak hanya berpusat pada 

teknologi atau prosedur internal (Trischler et al., 2019). 

Pertukaran data dengan sistem resmi hanya dapat dirancang setelah tersedia dasar 

kewenangan, arsitektur, standar data, antarmuka, pengamanan, dan persetujuan pemilik sistem. 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 memberi 

arah SPBE, integrasi, dan interoperabilitas, tetapi penelitian ini tidak menetapkan transfer otomatis 

data AKSADUKI ke sistem resmi. Standar data, antarmuka, dan pengaturan akses merupakan 

sumber daya penting platform pemerintahan digital (Gong & Li, 2023); model integrasi teknis 

berada di luar cakupan. 

Pelindungan data pribadi ditempatkan sebagai persyaratan desain. Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 mengatur hak Subjek Data Pribadi serta kewajiban Pengendali dan Prosesor Data 

Pribadi, sedangkan privacy by design menempatkan pelindungan sejak tahap perancangan 

(Gerunov, 2022). Prototipe menggunakan data simulasi, tampilan berdasarkan fungsi aktor, dan 

informasi agregat, tetapi representasi tersebut belum membuktikan kepatuhan atau keamanan 

teknis. Pengembangan selanjutnya harus menetapkan tujuan dan dasar pemrosesan, peran para 

pihak, minimalisasi data, pembatasan akses, retensi dan penghapusan, hak subjek data, pencatatan 

aktivitas, penanganan insiden, dan pengujian keamanan. Penelitian ini tidak menguji autentikasi, 

otorisasi, enkripsi, keamanan basis data dan jaringan, atau kepatuhan operasional. 

3.4 Tahap Prototype: Hasil Rancangan UI/UX AKSADUKI 

Tahap Prototype menerjemahkan hasil Empathize, Define, dan Ideate ke dalam high-

fidelity prototype UI/UX AKSADUKI menggunakan Figma. Prototipe memvisualisasikan user 

flow, akses berdasarkan fungsi aktor, informasi layanan, formulir, Riwayat Pengajuan, status dan 

Detail Pengajuan, dashboard internal, serta pengelolaan akun dan peran akses. Konsistensi 

navigasi, keterbacaan, dan umpan balik diperlukan agar pengguna mengenali tindakan selama 

mengikuti layanan digital (Desmal et al., 2022). Seluruh informasi pada gambar menggunakan 

data simulasi. 
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Gambar 1. Rancangan konseptual user flow layanan AKSADUKI berbasis desa 

Gambar 1 menunjukkan perjalanan Warga sejak memilih layanan, mengisi dan mengirim 

permohonan secara mandiri atau dengan pendampingan, hingga melihat riwayat serta status. 

Operator Desa hanya mendampingi dan memeriksa kelengkapan awal secara non-substantif, 

sedangkan pemrosesan substantif tetap berada pada instansi penyelenggara. Alur memuat 

kebutuhan tindak lanjut apabila terdapat kekurangan, tetapi catatan perbaikan belum 

divisualisasikan secara memadai. 
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Gambar 2. Representasi akses dan pemilihan layanan: (a) tampilan akses berdasarkan fungsi 

aktor dan (b) daftar layanan pada tampilan Warga 

Gambar 2 menggabungkan tampilan akses berdasarkan fungsi Warga, Operator Desa, 

Kepala Dinas, dan Admin Sistem dengan daftar layanan pada sisi Warga. Pembedaan tersebut 

merepresentasikan pembagian fungsi pada tingkat UI/UX, bukan bukti autentikasi, otorisasi, 

pembatasan akses, atau keamanan akun. Daftar layanan menjadi titik awal untuk mengenali jenis 

pengajuan dan menuju informasi persyaratan. 

 
Gambar 3. Representasi proses pengajuan pada tampilan Warga: (a) formulir pengajuan, (b) 

Riwayat Pengajuan, dan (c) Detail Pengajuan 
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Gambar 3 menggabungkan formulir, Riwayat Pengajuan, dan Detail Pengajuan. Formulir 

memperlihatkan pengelompokan label, kolom isian, dan dokumen pendukung sebagai contoh 

desain, bukan formulir atau persyaratan resmi. Riwayat dan Detail Pengajuan membantu Warga 

membedakan permohonan serta melihat status terakhir, tetapi bukan halaman verifikasi, 

persetujuan, atau pengambilan keputusan. 

 
Gambar 4. Representasi fungsi aktor internal dan tata kelola akses: (a) Operator Desa, (b) 

Kepala Dinas, (c) Admin Sistem, dan (d) pengelolaan akun serta peran akses 

Gambar 4 menggabungkan dashboard Operator Desa, Kepala Dinas, Admin Sistem, dan 

pengelolaan akun. Operator Desa merepresentasikan pendampingan dan pemantauan pengajuan 

yang didampingi; Kepala Dinas menerima informasi agregat; dan Admin Sistem 

merepresentasikan pengelolaan akun serta peran akses pada tingkat prototipe. Penambahan akun 

tidak memberikan kewenangan menetapkan jabatan atau kewenangan administratif. Gambar 

tersebut juga tidak membuktikan bahwa autentikasi, pencatatan aktivitas, enkripsi, atau 

pengamanan akun telah berfungsi. 

Secara keseluruhan, prototipe menerjemahkan kebutuhan konseptual menjadi representasi 

perjalanan layanan yang dapat ditelusuri. Namun, catatan perbaikan belum divisualisasikan secara 

memadai, sedangkan backend, basis data resmi, integrasi, autentikasi, dan keamanan teknis berada 

di luar cakupan. Kesesuaian kebutuhan dan kualitas representasi masih memerlukan validasi serta 

evaluasi pada tahap Test. 

3.5 Tahap Test: Batas Penelitian dan Arah Evaluasi Lanjutan 

Tahap Test tidak dilaksanakan karena penelitian dibatasi pada pembentukan kebutuhan 

konseptual dan perancangan prototipe. Artikel ini tidak menyajikan hasil usability, kepuasan, 
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penerimaan, efektivitas, atau dampak penerapan. Penelitian lanjutan diarahkan untuk memvalidasi 

tujuh tema kebutuhan dan mengevaluasi unsur yang telah direpresentasikan melalui skenario 

penggunaan, meliputi kejelasan alur dan informasi, keterbacaan, pemahaman formulir, Riwayat 

Pengajuan, status dan Detail Pengajuan, batas fungsi aktor, serta pengelolaan akun dan peran 

akses. Evaluasi digunakan untuk menentukan bagian yang dipertahankan atau disempurnakan, 

bukan untuk membuktikan efektivitas atau kesiapan implementasi. Kebutuhan catatan perbaikan 

dapat divalidasi, tetapi kualitas tampilannya belum dapat dinilai secara khusus karena belum 

direpresentasikan secara memadai. 

3.6 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian menggunakan kajian pustaka naratif-konseptual, regulasi, statistik resmi, dan data 

agregat institusional sehingga belum menggantikan wawancara, observasi proses pelayanan, 

analisis pengaduan, atau pengujian bersama pengguna dan pemangku kepentingan. Data 

Kabupaten Boalemo memperkuat konteks wilayah, volume dan variasi pelayanan, serta 

keragaman kesejahteraan relatif, tetapi tidak menjelaskan kebutuhan, kemampuan digital, biaya 

akses, atau pengalaman individual. Informasi persyaratan dan formulir belum diuji terhadap SOP 

atau ketentuan operasional instansi tertentu; empat aktor hanya merepresentasikan fungsi 

konseptual; dan seluruh data tampilan bersifat simulatif. Prototipe belum memiliki backend, basis 

data resmi, integrasi, autentikasi, keamanan teknis, atau fungsi operasional. Karena itu, hasil 

penelitian belum menjadi bukti inklusivitas empiris, usability, efektivitas, kepatuhan teknis, atau 

kesiapan implementasi, serta tidak dapat digeneralisasi di luar konteks awal tanpa penyesuaian dan 

pengujian. 

 

4 KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan high-fidelity prototype konseptual UI/UX AKSADUKI melalui 

tahap Empathize, Define, Ideate, dan Prototype, dengan Kabupaten Boalemo sebagai konteks awal 

perancangan. Sintesis tematik menghasilkan tujuh tema kebutuhan yang diterjemahkan ke dalam 

user flow, informasi layanan, formulir, Riwayat Pengajuan, status dan Detail Pengajuan, 

dashboard aktor, serta representasi pengelolaan akun dan peran akses. Prototipe memetakan fungsi 

Warga, Operator Desa, Kepala Dinas, dan Admin Sistem dengan batas yang berbeda; catatan 

perbaikan tetap menjadi kebutuhan yang belum divisualisasikan secara memadai. AKSADUKI 

diposisikan sebagai lapisan akses, informasi, dan pendampingan awal, bukan pengganti Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan, Identitas Kependudukan Digital, INA Digital, kanal 

resmi, atau basis data baru. Karena tahap Test belum dilaksanakan, penelitian belum membuktikan 

usability, inklusivitas empiris, penerimaan, efektivitas, keamanan teknis, integrasi, atau kesiapan 

operasional. Penelitian lanjutan perlu memvalidasi kebutuhan dan mengevaluasi prototipe melalui 

skenario penggunaan sebelum kajian kelayakan teknis, kelembagaan, regulatif, dan pelindungan 

data dilakukan. 
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